
 

SALINAN 

 

BUPATIBANGKALAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR f T TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tcntang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Bangkalan sudah tidak sesuQl lagi denga.n 

perkembangan peraturan perundangan, sehingga perlu 
dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 6477); 
6 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiQ. Nomor Q6 

Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

7 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah unt~k 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30). 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI BANG KALAN TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TU GAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL BUPATI 
BANGKALAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan. 
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
4. Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Bangkalan. 
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Bangkalan. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

( 1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang Sosial. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat1 
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Pasal 3 

( 1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub koordinator dan Kelompok Jabatan 

Fungsional. 
c. Kepala bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, 

membawahi: 
Sub koodinator Kelompok Jabatan Fungsional; . 

ct. Kepala bidang Pemberdayaan Sosial, me~bawah1: 
Sub koodinator Kelompok Jabatan Fungs1onal; 
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e. Kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 
membawahi: 
Sub koodinator Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. Kepala bidang Pengembangan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial, membawahi: 
Sub koodinator Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. UPT; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Sosial. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Sosial. 

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selain huruf h, terdiri dari Sub 
Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 4 

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalrun pg_gQ.} 3 

ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas membantu Bu~a~ 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menJad1 
kewenangan Daerah di bidang Sosial. 

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebag~mana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungs1: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sosial; 
b.pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidan_g S?sial; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah d1 b1dang 

Sosial; dan . 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan 
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
perlengkapan, penyusunan program, keuangan, 
hubungan masyarakat dan protokol. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. pengelolaan pelayanan administrasi umum; 
b. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. pengelolaan administrasi keuangan; 
d. pengelolaan administrasi perlengkapan; 
e. pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah; 
f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan 

masyarakat dan protokol; 
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, 

anggaran dan perundang-undangan; 
h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah 

hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; 
1. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas

tugas bidang; 
J. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 
k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi 

dan tatalaksana; dan 
1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

Pasal 6 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai 

tugas: 
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan 

pengembangan pegawai; . . 
c. melakukan urusan mutasi, tanda Jasa, kenrukan 

pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan 

pensiun pegawai; 
d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin 

pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; . 
e. melakukan urusan tata usaha dan kears1pan; 
f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan 

kebersihan; 
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g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 
Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit 
(RPBU); 

h. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan 
inventarisasi barang; 

i. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, 
penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan 
barang milik Daerah; 

J. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan 
administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan 
kantor; 

k. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat 
dan protokol; 

1. melakukan evaluasi kelembagaan dan 
ketatalaksanaan; 

m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan 
penyusunan peraturan perundang-undangan; 

n. melakukan penyusunan laporan dan 
pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; 

o. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
(DPPA); 

p. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) 
dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

q. Melaksanakan Sistem Pengcndalian Intern (SPI); dan 

r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

Bgaian Ketiga 
Bidang Pelayananam dan Rehabilitasi Sosial 

Pasal 7 

( 1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan~ 
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluas1 
kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial, mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 
b . pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial 
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan 
dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang 
memerlukan perlindungan khusus, 
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Merekomendasikan 1z1n orang tua angkat untuk 
pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan 
anak oleh orang tua tunggal,pelayanan dan 
perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan 
kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial 
lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial 
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 
pemasyarakatan, korban perdagangan orang, 
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, 
disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit 
kronis; 

c. penyusunan Kebijakan penyelenggaraan 
pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial 
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan 
dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang 
memerlukan perlindungan khusus, 
Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk 
pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan 
anak oleh orang tua tunggal,pelayanan dan 
perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan 
kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial 
lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial 
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 
pemasyarakatan, korban pcrdagangan orang, 
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektuQ.J., 

disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit 

kronis; 
d. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan 

pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial 
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan 
dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang 
memerlukan perlindungan khusus, 
Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk 
pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan 
anak oleh orang tua tunggal,pelayanan dan 
perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan 
kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial 
lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial 
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 
pemasyarakatan, korban perdagangan orang, 
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, 
disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit 
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kronis; 
e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan 

pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial 
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan 
dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang 
memerlukan perlindungan khusus, 
Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk 
pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan 
anak oleh orang tua tunggal,pelayanan dan 
perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan 
kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial 
lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial 
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 
pemasyarakatan, korban perdagangan orang, 
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, 
disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit 
kronis; 

f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan sosial 
anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, 
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan 
hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan 
perlindungan khusus, Penerbitan izin orang tua 
angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan 
pengangkatan anak olch orang tua 

tunggal,pelayanan dan perlindungan sosial lanjut 
usia, pengembangan kemampuan, bimbingan 
lanjut, aksebelitas sosial lanjut usia, pelQ.yQ.DQ.D 

dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, 
bekas warga binaan pemasyarakatan, korban 
perdagangan orang, korban tindak kekerasan. eks 
tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial 
penyandang disabilitas fi.sik, mental, senso~k, 
intelektual, disabilitas ganda dan bekas pendenta 

penyakit kronis; 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Sosial 

Pasal 8 

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana di~aksud 
dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d, mempunya1 tugas 
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, 
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang 
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Pemberdayaan Sosial; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial, 
mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang 
Pemberdayaan Sosial; 

b. perumusan kebijakan Penanganan Fakir miskin 
meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan 
serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir 
miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), 
keluarg~ rentan dan komunitas terpencil, 
pelestarian dan penanaman nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan 
sosial pada generasi muda/ pelajar / mahasiswa, 
Guru dan masyarakat, memberikan penghargaan 
pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis 
kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar 
tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional 

' Makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan 
pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, 
dunia usaha, pekerja sosial masyarakat ctan 
wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 
pembinaan, perijinan, pemantauan, pcnyclidikan 
dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/pengeloaan sumber dana sosial; 

c. pelaksanaan kebijakan Penanganan Fakir miskin 
meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan 
serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir 
miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). 
keluarga rentan dan komunitas terpencil, 
pelestarian dan penanaman nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan 
sosial pada generasi muda/ pelajar / mahasiswa, 
Guru dan masyarakat, memberikan penghargaan 
pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis 
kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar 
tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional, 
Makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan 
pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, 
dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan 
wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 
pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan 
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dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/pengeloaan sumber dana sosial; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
Penanganan Fakir miskin meliputi kegiatan 
pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi 
kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita 
Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan 
dan komunitas terpencil, pelestarian dan 
penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan 
dan kesetiakawanan sosial pada generasi 
muda/ pelajar / mahasiswa, Guru dan masyarakat, 
memberikan penghargaan pada Perin tis 
Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; 
memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa 
dan tanda kehormatan, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional 

' 
Makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan 
pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, 
dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan 
wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 
pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan 
dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/ pengeloaan sumber dana sosial; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau 
Instansi terkait Penanganan Fakir miskin meliputi 
kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta 
fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, 

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga 
rentan dan komunitas terpencil, pelestarian dan 
penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan 
dan kesetiakawanan sosial pada generasi 
muda/ pelajar / mahasiswa, Guru dan masyarakat, 
memberikan penghargaan pada Perin tis 
Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; 
memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa 
dan tanda kehormatan, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional, 
Makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan 
pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, 
dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan 
wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 
pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan 
dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/pengeloaan sumber dana sosial; 
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f. pengendalian pelaksanaan Penanganan Fakir 
mi skin meliputi kegiatan pemberdayaan, 
pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial 
ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial 
Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas 
terpencil, pelestarian dan penanaman nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan 
sosial pada generasi muda/ pelajar / mahasiswa, 
Guru dan masyarakat, memberikan penghargaan 
pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis 
kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar 
tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional 

' 
Makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan 
pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, 
dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan 
wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 
pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan 
dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/ pengeloaan sumber dana sosial; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanganan 
Fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, 
pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial 
ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan So:,ial 

Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas 
terpencil, pelestarian dan penanaman nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiru<Q.W'Q.llQ.ll 

sosial pada generasi muda/ pelajar / mahasiswa, 
Guru dan masyarakat, memberikan penghargaan 
pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis 
kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar 
tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional, 
Makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan 
pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, 
dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan 
wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 
pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan 
dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/pengeloaan sumber dana social; 

dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kelima 
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Pasal 9 

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai 
tugas merencanakan, melaksanakan 

' mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi 
kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; 
b. perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, 

tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan 
penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama 
dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan 
perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang 
derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang 
mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, 
serta Penguatan Program Keluarga Harapan, 
pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta 
penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta 
intervensi Psikososial, mengembangkan pelayanan 
bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta 
bantuan sosial UEP, re assesment terkait 
pencegahan, penanganan dan pcrlindungan bagi 

korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah 
dan pemulangan orang terlantar; 

c. pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, 
tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan 
penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama 
dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan 
perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang 
derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang 
mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, 
serta Penguatan Program Keluarga Harapan, 
pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta 
penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta 
intervensi Psikososial, mengembangkan pelayanan 
bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta 
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bantuan sosial EUP, re assesment terkait 
pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi 
korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah 
dan pemulangan orang terlantar; 

d. pemberian bimbingan teknis dan superv1s1 
kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana 
alam, pemulihan dan penguatan sosial korban 
bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik 
bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan 
Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan 
fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis 
yang tergolong be rat yang mengalami 
ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta 
Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman 
tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan 
cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi 
Psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan 
mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial 
UEP, re assesment terkait pencegahan, penanganan 
dan perlindungan bagi korban bencana sosial, 
pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang 
terlantar; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau 
Instansi terkait kesiapsiagaan dan mitiga:5i, tanggap 

darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan 
sosial korban bencana alam, kerja sama dan 
pengelolaan logistik bencana, PenyelenggQ.rQ.Q.ll 

perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fi.sik dan mental yang 
derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yan~ 
mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonom1, 
serta Penguatan Program Keluarga Harapan, 
pedoman tehnis, identifi.kasi, asesment serta 
penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta 
intervensi Psikososial, mengembangkan pelayanan 
bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta 
bantuan sosial EUP, re assesment terkait 
pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi 
korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah 

dan pemulangan orang terlantar; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiapsiagaan 

dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, 
pemulihan dan penguatan sosial korban bencana 
alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, 
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Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial 
bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar 

' penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan 
mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, 
serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong 
berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan 
ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga 
Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment 
serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling 
serta intervensi Psikososial, mengembangkan 
pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan 
serta bantuan sosial EUP, re assesment terkait 
pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi 
korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah 
dan pemulangan orang terlantar; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
Pasal 10 

(1) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial, mempunyai tugas mcrcncanakan, 

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan 
mengevaluasi kegiatan bidang Pengembangan 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Bidang Pengembangan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang 

Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan 

pelayanan sosial, kajian program kegiatan 
Kesejahteraan Sosial, pengembangan model 
kesejahteraan Sosial, uji coba pengembangan model 
kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas 
warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di 
bidang Kesejahteraan social, pengembangan 
publikasi kegiatan Usaha kesejahteraan sosial 
penyuluhan sosial, pengelolaan website, 
pengembangan inovasi tekhnologi informasi 
kesejahteraan social, pengembangan kerjasama 
dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam 
rangka kegiatan kesejahteraan sosial, 
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pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan 
Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, 
kemitraan dan pembuatan jejaring; 

c. penyusunan Kebijakan pengembangan pelayanan 
sosial, kajian program kegiatan Kesejahteraan 
Sosial, pengembangan model kesejahteraan Sosial, 
uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, 
pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta 
pembinaan lanjut di bidang Kesejahteraan social, 
pengembangan publikasi kegiatan Usaha 
kesejahteraan sosial penyuluhan sosial, pengelolaan 
website, pengembangan inovasi tekhnologi informasi 
kesejahteraan social, pengembangan kerjasama 
dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam 
rangka kegiatan kesejahteraan sosial, 
pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan 
Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, 
kemitraan dan pembuatan jejaring; 

d. pemberian bimbingan teknis pengembangan 
pelayanan sosial, kajian program kegiatan 
Kesejahteraan Sosial, pengembangan model 
kesejahteraan Sosial, uji coba pengembangan model 
kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas 
warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di 
bidang Kesejahteraan social, pengembangan 
publikasi kegiatan Usaha kcscjahtcraa.n ::,o::,ial 

penyuluhan sosial, pengelolaan website, 
pengembangan inovasi tekhnologi informasi 
kesejahteraan social, pengembangan kerja.QQ.mQ. 

dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam 
rangka kegiatan kesejahteraan sosial, 
pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahter8:~ 
Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetis1, 

kemitraan dan pembuatan jejaring; 
e. pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan 

pelayanan sosial, kajian program kegiatan 
Kesejahteraan Sosial, pengembangan model 
kesejahteraan Sosial, uji coba pengembangan model 
kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas 
warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di 
bidang Kesejahteraan social, pengembangan 
publikasi kegiatan Usaha kesejahteraan so~ial 
penyuluhan sosial, pengelolaan website, 
pengembangan inovasi tekhnologi in~ormasi 
kesejahteraan sosial, pengembangan ketJasama 
dengan lembaga pemerintah maupun swasta dal~ 
rangka kegiatan kesejahteraan sos1al, 
pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan 
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Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, 
kemitraan dan pembuatan jejaring; 

f. pengawasan penyelenggaraan pengembangan 
pelayanan sosial, kajian program kegiatan 
Kesejahteraan Sosial, pengembangan model 
kesejahteraan Sosial, uji coba pengembangan model 
kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas 
warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di 
bidang Kesejahteraan social, pengembangan 
publikasi kegiatan Usaha kesejahteraan sosial 
penyuluhan sosial, pengelolaan website, 
pengembangan inovasi tekhnologi informasi 
kesejahteraan social, pengembangan kerjasama 
dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam 
rangka kegiatan kesejahteraan sosial, 
pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan 
Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, 
kemitraan dan pembuatan jejaring; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
UPT 

Pasal 11 

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas 
dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
( 1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di1:1~sud 
dalam Pasal 3 ayat (1) selain huruf h, terd1n atas 
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsion~ 
tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesua1 

dengan bidang keahliannya. 
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional senior. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh oleh sub-koordinator sesuai 
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan 
pimpinan tinggi pratama masing-masing. 

(6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan Kepala 
Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing
masing pengelompokan uraian fungsi. 

(7) sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat 
yang berwenang. 

(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 

ditetapkan oleh Bupati. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 13 

( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 
Kepala Dinas Sosial, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bagian, sub koordinator dan Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah scrta Instansi lain 

diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing. 
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) bertanggungjawab memimpin 
dan mengkoordinasi bawahan masing- masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala 

tepat waktu. 
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(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

BAB VII 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 14 

(1) Kepala Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Negeri Sipil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan 
pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi 
persyaratan kompetensi: 
a. teknis; 
b. manajerial; dan 
c. sosial kultural. 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi 
kompetensi pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi 
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan 

dengan sertifikasi. 
(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, 
pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman 

kepemimpinan. 
(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan 

kebangsaan. 
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(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan 
Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan 
daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan 
daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta etika 
pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat 
Struktural yang belum dilantik berdasar rekomendasi 
Menteri Dalam Negeri tetap melaksanakan tugas dalam 
Jabatan Struktural sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Bagan S truktur Organisasi Dinas Sosial se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan (Berita 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor /D) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 18 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bangkalan . 

.l:S~RlTA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022 

NOMOR 7 SERI D . 
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